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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita­ 

wanita (lain) yang Jmu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
! 

takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar 

kamu tidak berbuat aniaya. 

( Q.S. An-Nisa': 3 ) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

i 
A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama, di dalamnya memuat ajaran tentang aqidah, 

syari'ah, dan akhlak. Syari'ah adalah aturan yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Allah SWT atau yang disebut dengan ibadah, sedangkan 
I 

aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya 

disebut dengan muamalah, yaitu yang mengatur tentang hukum perbuatan 

manusia. Salah satu ciri hukum Islam adalah bersifat universal, yang berlaku 

untuk seluruh umat di dunia yang berbeda-beda suku dan bangsanya dan 

sangat relevan apabila diterapkan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 1 3 :  

r ' s  ~ c ? : S i  k g : ,  : k it '  nu' 
°' ' 1  ?  '  ¢?  ' '  'w ' =  �  --  

$  «  $  o  0  

ar:!9y ',s ,,le ~» al,,<sin iota'e ,<$1 ) 
-- -- -- -- 

Artinya "Wahai manusia! sungguh kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa­ 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui /agi Maha 
Mengenal (al-Hujurat : 1 3 ) . '  

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia mempunyai 

kecenderungan untuk saling mengenal terutama bagi yang berlainan jenis. 

Dalam hal ini Allah SWT menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk 

'Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT Karya Toha Putra Semarang, 
Semarang,2002,h. 745 
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menjaga kehormatan manusia. Salah satu aturan yang ditetapkan adalah 

menganai perkawinan. Dengan perkawinan, manusia dapat melestarikan 
I 

kelangsungan jenisnya dan manusia dapat menyalurkan kebutuhan 

biologisnya deJ cara yang halal. 

Adapun perlwinan menurut Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
babagia clan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 
pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan 
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, wa rahmah. 3 

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga seseorang pasti akan 
I mengharapkan ketahagian, baik itu kebahagiaan lahir maupun batin. Dan 

kebahagiaan itu mungkin oleh sebagian orang belum bisa dikatakan sempurna 

apabila belum mempunyai anak atau keturunan, karena cinta kepada anak 

adalah merupakan naluri dalam jiwa manusia. Mandulnya seorang istri, atau 

terjangkitinya penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah merupakan suatu 

kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sehingga bagaimana seorang suami 

menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk 

memiliki anak. 

Poligami dalam situasi seperti itu adalah merupakan jalan keluar yang 
paling ideal, dan juga lebih membawa kepada kemaslahatan bagi keluarga 

New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cet I, Galangpress, 
Yogyakarta, 2009, h. 12 

3 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Cet Il, Fokusmedia, Bandung, 2007, h. 
7 
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mereka, daripada harus bercerai dan menjadikan wanita tersebut hidup 
I 

sendirian karena tidak ada laki-laki yang mau mengawininya karena wanita 
I 

tersebut tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga pernikahan (poligami) 

ketika itu akan lebih menjamin kehormatan istri, nafkah, dan persamaan 

dengan wanita lain. Tetapi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, 

apalagi kewajiban. Al-Quran hanya memberi wadah bagi mereka yang 

menginginkannya dan masih banyak sebenarnya kondisi-kondisi selain yang 

disebut di atas, yang juga bisa dijadikan alasan logis untuk tidak menutup 

pintu poligami dengan syarat-syarat yang tidak ringan itu. 

Melihat definisi dan tujuan perkawinan adalah untuk meraih tatanan 

keluarga yang "Sakinah'' yang penuh dengan "Mawaddah Warrohmah" 

( cinta-kasih, keluhuran budi, kehangatan, dan ketulusan yang meliputi 

kehidupan suami-istri), kehidupan semacam ini mungkin hanya bisa 
; 

diwujudkan mana kala seseorang hidup dalam kehidupan keluarga yang 
I 

monogami dan begitu juga sebaliknya mungkin tidak akan bisa atau sulit 

tercapai jika suami yang sekaligus ayah, membagi cintanya kepada lebih dari 

seorang istri atau hidup dalam keluarga poligamis. 

Islam tidak melarang poligami. Bahkan dalam situasi tertentu poligami 

dianjurkan misalnya yaitu sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di 

masyarakat, seperti untuk mencegah perselingkuhan, perzinaan, melindungi 

janda-janda miskin dan anak-anaknya serta perceraian yang timbul sebab 

faktor tertentu seperti istri tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. 

Saiful Islam Mubarak menjelaskan bahwa poligami harus dapat menjaga 
kemaslahatan umat, paling tidak mengatasi problem sosial, pribadi dan 
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kerusakan akhlak. Oleh karena itu ia membolehkan, bahkan 
menghalalkanya apabila di kaitkan dengan al-Qur 'an surat an-Nisa' ayat 
3 guna menyelamatkan umat dari kemaksiatan. 
Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah 

I 

peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, 
I 
I 

poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. 
Poligami pada masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, lebih dari itu 
tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan 
sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki 
secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha 
untuk memperoleh keadilan. 

Kedatangan ls,am dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak 

langsung menghapus praktik poligami tersebut, namun Islam membatasi 
kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat 
yang berat pula seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. 

Poligami merupakan salah satu persoalan yang sering dibicarakan 
sekaligus kontroversial baik dikalangan pejabat, artis, kiyai maupun 
masyarakat pada umumnya. Al-Qur 'an sendiri menyebutkan 
diperbolehkannya poligami hingga empat orang istri dengan syarat harus 
dapat berlaku adil. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang menjadi 
I 

dasar hukum poligami: 

Saifl Islam Mubarak, Poligami yang Didambalcan Wanita, Syamil Cipta Media, Bandung, 
2003, h. 17 
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Artinya :"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (nikahilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya" ( an-Nisa' :3) .  

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang 
I 

kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat 

orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istrinya. 

Hal ini juga sesuai dengan bunyi pasal 55 Kompilasi Hukum Islam: 
I 
I 

1 .  Beristri lebih dari satu orang pada wak:tu bersamaan, terbatas hanya 
sampai empat orang istri; 

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; 

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 
dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 6 

Pasal di atas memang tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria 

berbuat adil dalam berpoligami, adil di dalam pasal tersebut hanya dijelaskan 

sebatas sebagai salah satu syarat dalam memperoleh izin poligami. Para 

ulama memberikan tafsiran tentang adil sebagi berikut: 

Menurut Quraish Shihab, adil yang menjadi syarat dalam berpoligami 
adalah adil dalam bidang materi atau harta dan perlakuan lahiriah, 
sedangkan keadilan dalam hal immaterial ( cinta dan kasih sayang) tidak 

menjadi syarat. Meski demikian, poligami bukanlah suatu kewajiban atau 
anjuran akan tetapi hanya sebatas kebolehan dan itupun merupakan pintu 

Departemen Agama RI, op. Cit., h. 1 1 5  

6  Tim Redaksi Fokusmedia, op. cit.,, h. 21 
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i 
kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan 
dengan syarat yang tidak ringan serta maksimal hanya dengan empat 
orang istri.

7 I 
Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, 
Abu Bakar 'bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar 
kesanggupan lmanusia, sebab cinta dan kasih sayang itu adanya dalam 
genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikanya menurut 
kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami 
bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang 
lainya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuanya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil. 8 

Jadi berlaku adil yang dimaksudkan disini adalah perlakuan yang adil 
dalam hal meladeni istri, seperti adil dalam hal memberi pakaian, tempat 
tinggal, giliran, nafkah dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang 
memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, dan ayat tersebut di 
atas membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun 
apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari 

seorang perempuan, maka wajblah ia cukupkan dengan seorang saja. 
i 

Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyfuk 

Zuhdi, sebagai berikut: 
Poligami di pandang lebih banyak membawa resiko atau madharat 
daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human 
nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak­ 
watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam 
kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami ini bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara 

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet I, 
Lentera Hati, Jakarta, 2000, h. 341 

" DR. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA, Fiqh Munakahat, Cet II, Prenada Media Group, 
Jakarta, 2006, h. 133 
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suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik 
antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. 

' 

Al-Athar dalam bukunya Ta'addud al-Zawzat mencatat empat dampak 
I 

negatif poligami. Pertama, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di 

antara para istri. Kedua, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalua 

suami tidak bisa bersikap bijaksana clan adil. Ketiga, anak-anak yang 

dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, 

pennusuhan clan saling cemburu. Keempat, kekacauan dalam biclang 

ekonomi. " Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah 

monogami. 

Sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak 

cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.'' 

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya juga 

menganut adany, asas monogami dalam perkawinan, Hal ini disebut dengan 
tegas di dalam pasal 3 ayat (1) "Pada azasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami".12 Namun asas monogami dalam Undang­ 

Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat 

pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan 

9 Ibid., h. 130-131 

" Khairuddin Nasutian, Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, 
Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, h. 100 

11 DR. H. Abel. Rahman Ghazaly, op. cit., h. 1 3 1  

New Merah Putih, loc. cit. 
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mempersulit dan lmempersempit seseorang untuk melakukan poligami dan 
bukan menghap, sama sekali sistem poligami. 

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, 
; karena dalam Pasal 3 ayat (2) juga disebutkan "Pengadilan dapat memberikan 
I izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 
I dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan".' Jelas, bahwa Ketentuan 

dalam pasal tersebut berarti membuka kemungkinan kepada seorang suami 
untuk melakukan !oligami setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. 

Lebih lanjut lagi di tegaskan di dalam pasal 4 ayat (1)  " dalam hal 
I seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 

pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ia 
I 

wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya" 
clan khusus bagi orang yang beragama Islam ia harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan 
I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, (KHI Pasal 56). 

Izin dari pengadilan Agama hanya bisa diberikan kepada suami yang 
I 

akan beristri lebih dari seorang apabila ada alasan-alasan sebagaimana yang 

terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 dan KHI pasal 57, yaitu: 

I .  Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

1bid. 



9 

3. Isteri tidakldapat melahirkan keturunan.14 

Dalam pasal tersebut, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

suami yang akan I beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan 
I 

sebagaimana yang telah disebut di atas. Jadi pada dasamya pengadilan dapat 

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.15 

I  

I  

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan di atas di dalam pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan dan KHI pasal 58 ayat (1), juga 

memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh izin 

dari Pengadilan, yaitu: 

1 .  Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri dan anak-anaknya; 
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adiJ terhadap para istri dan 

anak-anak mereka.'° 
I 
I Untuk. membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 dari Undang- 

Undang perkawinan tersebut adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan 

altematif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan 
i 

permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah peryaratan kumulatif di 

mana selurunya harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan 

poligami. 

Sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Diantara salah 

satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari 

Ibid. 

" Drs. Ahmad Rofiq, MA., Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, h. 175 

"° New Merah Putih, op. cit., h. 13 
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istri/istri-istrinya. ·Persetujuan inipun Sebagaimana yang telah diatur dalam 
I 

Kompilasi Huk4 Islam pasal 58 ayat (2), dapat diberikan secara tertulis atau 
dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 
akan dipertegas d�ngan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 
Persetujuan secara Iisan ini nantinya si istri akan dipanggil oleh Pengadilan 

I dan akan didengarkan oleh Majelis Hakim, tidak hanya istri tetapi suami juga 
akan diperlakukan hal yang sama. 

I Persetujuan dari istri yang dimaksud diatas tidak diperlukan bagi seorang 
suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan 

I 

tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar 

dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab- 
1 

sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. 
I Kemudian menyangkut aturan tentang tata cara izin poligami aturan­ 

aturanya dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
I  
I  Pada pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri 

lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada pengadilan.17 

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 
a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin 

lagi, ialah: 

- Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri 

" New Merah Putih, op. cit., h. 69 
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- Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan - Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 
persetujuan itu hams diucapkan di depan sidang pengadilan. 

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani 

oleh bendahara tempat bekerja; atau 
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 
iii.Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh Pengadilan 

I 

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka dengan pemyataan atau janji dari suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu." 

Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan 
memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam 

pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk 
! 
I 

memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami lengkap 

dengan persyara.,ya. 
Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada 

seseorang untuk melakukan poligami hal ini dinyatakan di dalam pasal 43 

yang berbunyi apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 
I pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama akan 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang." 

Izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan, sehingga di dalam 

pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan 

" bid., h. 69-70 

" Ibid. 
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I  

k I  .  .  akan b . .  I  b"h d . pencatatan per awman seorang suam yang enstrt e 1 an seorang 
sebelum adanya izin dari Pengadilan. 

Dari pasal-pL tersebut di atas menunjukan bahwa setiap orang yang 
I akan melakukan poligami harus mengajukan permohonan secara tertulis . Jadi 
I 

pelaksanaan poligami juga tidak bisa terlepas dari tangan Pengadilan Agama. 
Poligami dianggap sah (mempunyai kekuatan hukum) apabila sudah 
mendapat izin J Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama memiliki 
kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan 

I 

poligami. Berkenaan dengan Alasan-alasan yang dipakai untuk berpoligami 
haruslah jelas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

I undang-unclang yang berlaku. 
Adanya aturan tentang poligami atau aturan tentang tata cara izin 

i 
poligami sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tentu dalam hal ini ada 

pihak yang setuju clan ada juga pihak yang tidak setuju, apalagi ketika suatu 
I 

rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diusulkan untuk menjadi 

Undang-Undang, masalah poligami menjadi masalah yang ramai dibicarakan 
\ diantara sekian banyak masalah lainya. Tentu di dalam pembicaraan tersebut, 

ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju apabila poligami itu 
! 

dicantumkan dalam pasal-pasal Undang-Undang perkawinan. 

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya aturan tentang 

tata cara izin poligami, hal itu justru akan menyuburkan perzinaan, 

memperbesar perceraian, dan mendorong adanya pekerja seks komersial, 

serta semakin maraknya pernikahan di bawah tangan (nikah sirri). Bahkan 
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adanya aturan tentang pembatasan poligami, berarti mengurangi hak 
I 

kebebasan setiap I warga negara untuk berpoligami yang dianggap sebagai 
ibadah, dan aturan itu juga dianggap mengurangi hak kebebasan untuk 
berumah tangga, bersifat diskriminatif. Pendapat ini sering dilontarkan oleh 
orang-orang yang tidak setuju dengan adanya aturan tentang poligami, 
sehingga mereka menginginkan agar aturan-aturan tersebut clihapus. Namun 
ada juga sebagian pihak yang menginginkan agar aturan-aturan tentang 
poligami harus tetap ada, karena hal tersebut mengandung banyak sekali 
kemaslahatan, disamping itu juga untuk menghindari tindakan kesewenang­ 

wenangan clari pihak suami yang melakukan poligami tanpa aclanya 
kemampuan berlaku adil dan kemampuan memberi nafkah lahir maupun batin 
kepada istri dan anak-anak mereka. 

I 
Maslahat adalah tujuan atau maksud yang ingin di capai dari adanya 

suatu penetapan aturan-aturan hukum, sebagaimana halnya dengan adanya 
I 

penetapan hukum tentang tata cara izin poligami, hal ini dimaksudkan agar 

ticlak menimbulkan ekses negatif atau dalam bahasa hukum Islam tidak 
I 

menimbulkan kemafsadatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akan 

tetapi sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam aturan-aturan tersebut adalah 

terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi istri, suami maupun 

anak-anak mereka dalam kehidupan rumah tangga. 

Jadi maksud diberlakukannya hukum tersebut adalah untuk kebaikan 

umat manusia itu sendiri. Hukum-hukum yang berlaku adalah hukum untuk 

kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan tujuan agar 
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manusia dapat menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan baik sehingga 

untuk kehidupan t1urat pun akan menjadi baik pula. Hukum diberlakukan itu 
tidak melihat satu'sisi saja melainkan untuk semuanya. 

Dari uraian di atas, persoalan yang kemudian muncul atau hal-hal yang 
! 

mendorong penulis untuk memilih masalah yang akan di bahas dalam skripsi 

ini adalah aspek maslahat dalam tata cara izin poligami. 
! 

Atas dasar itulah penulis menganggap pennasalahan ini penting untuk di 

kaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul: "Studi Analisis tentang 

Maslahat Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di 

Indonesia". 

B. Penegasan lstilah 

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang pennasalahan dalam 

skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang 

tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah 
I 

pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami pennasalahan yang akan 

dibahas. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul 

"Studi Analisis tentang Maslahat Tata Cara Izin Poligami dalam Hokum 

Perkawinan di Indonesia", adalah sebagai berikut: 

1 .  Analisis, cara memeriksa salah satu soal, dengan tujuan menemukan unsur 

dasar, hubungan antara unsur-unsur yang bersangkutan, menyelidiki 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk 
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mengetahui kldaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan 
sebagainya). 20 I 

2. Maslahat, lafadz maslahat, berdasarkan wazan maf'alatun dari kata 
shalah, yang I artinya wajah sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai 
kegunaanya.'. Jadi, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan maslahat 

adalah maslahat atau kebaikan yang ingin dicapai dari adanya penetapan 
suatu aturan hukum, khususnya aturan mengenai tata cara izin poligami. 

3. Tata cara adalah cara, jalan, atau prosedur. Tata cara izin poligami yang 
dimaksud dalam skripsi ini adalah tata cara izin poligami yang diatur 
dalam hukum perkawinan di Indonesia 

4. Poligami berasal dari dua kata polos dan gamien yang berasal dari bahasa 
\ 

yunani, polos berarti banyak (lebih dari satu) dan gamein berarti kawin 
atau perkawinan. Sedangkan dalam teori ilmu pengetahuan hukum 

poligami dirumuskan sebagi " suatu sisitem perkawinan antara seorang 
I 

pria dengan wanita yang lebih dari seorang Dalam bahasa arab, 

poligami itu bisa disebut dengan ta'addud al-Zawzat yang berarti beristri 

banyak, lebih dari satu.24 

?° Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, Cet Kedua, 
Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 44 

Abdul Wahab Khalaf, Sumber-Sumber Hukum Islam, Risalah Bandung, Cet I, Bandung, 
1984, h. 141 

Mas'ud Khasan Abdul Qahar, Kamus Umat Populer, Cet II, CV Bintang Pelajar, 1998, h. 
328 

23 HAM. Efendy, Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet III, Grafika, Semarang, 1990, h. 133 

? Ali Muhtar, Kamus Arab Indonesia, Cet I, PT Mizan Publika, Jakarta, 2005, h. 257 
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i  

5. Hukum perkafnan di Indonesia yaitu hukum yang mengatur tentang tata 

cara perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang dimaksud disini 
i adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 
I 
i PP No. 9 Tahun 1975. 

Jadi, maksud dari skripsi dengan judul "Studi Analisis tentang Maslahat 
! 

Tata Cara Izin Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", adalah 

mengkaji clan mepganalisis tentang tata cara izin poligami yang terdapat di 
I 

dalam hukum perkawinan di Indonesia dari segi aspek kemaslahatan yang 

ditimbulkanya. 

C. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang 

i 

akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah: 

Apa maslahat dalam tata cara izin poligami dalam hukum perkawinan di 

Indonesia? 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini 

adalah yaitu: 

Untuk mengetahui apa maslahat dalam tata cara izin poligami dalam 

hukum perkawinan di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dimaksudkan disini adalah suatu pendekatan 

yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan 
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masalah yang akan dipecahkan. Metode ini meliputi metode pengumpulan 
I 

data dan metode analisa data. 
I 1 .  Metode Pengumpulan Data 
i 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode library research, yaitu 
I 

I 

suatu upaya untuk mengumpulkan data melalui buku-buku dan kitab­ 
kitab yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan 
disusun, dengan jalan membaca, menelaah dan menganalisis buku­ 
buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 
2. Metode Analisa Data 

Agar mendapat kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data 
yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode 
Deduktif, yaitu suatu metode pembahasan yang didasarkan pada pola 

I 

pemikiran yang bersifat umum untuk disimpulkan dalam pengertian 
I 

yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun akan mengungkapkan 
I tentang teori maslahat, dan mendiskripsikan tentang konsep-konsep 

yang berkaitan dengan poligami secara umum, serta mengungkapkan 

atau menjelaskan tentang tata cara izin poligami yang terdapat dalam 

hukum perkawinan di Indonesia, kemudian penulis akan menganalisis 
I tata cara izin poligami tersebut dengan menggunakan teori maslahat, 

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang dianggap paling benar atau 

kesimpulan baru. 
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I  
F. Sistematika Pembahasan 

! 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan 
menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 

! 
I 

lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun 
I 

I kelima bah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 

BAB II: Tinjauan umum tentang maslahat, yang meliputi pembahasan 

tentang pengertian maslahat, dan pembagian maslahat. 

BAB III: Tinjauan umum tentang poligami dan tata cara izin poligami, 

dalam bab ini mencakup pembahasan tentang pengertian poligami, sejarah 

poligami, poligami di dalam Islam, poligami di dalam Hukum Perkawinan di 

Indonesia, serta tata cara izin poligami di dalam Hukum Perkawinan di 

Indonesia. 
BAB IV: Analisis maslahat tata cara izin poligami dalam Hukum 

Perkawinan di Indonesia, yang meliputi dampak positif dan negatif 

dibolehkanya poligami dan analisis maslahat adanya tata cara izin poligami 

dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. 

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan 

penutup. 








































































































































